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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbatasan negara merupakan unsur yang sangat mendasar dalam konsep 

kedaulatan dan keberadaan suatu negara. Garis batas tidak hanya berfungsi sebagai 

pemisah wilayah secara teritorial, tetapi juga memiliki arti simbolis dan strategis 

sebagai wujud keutuhan wilayah, pengakuan dalam hukum internasional, serta 

cerminan integritas nasional. Dari sudut pandang geografis dan geopolitik, kawasan 

perbatasan berperan sebagai zona penyangga (buffer zone) sekaligus garis terdepan 

pertahanan negara, serta ruang interaksi social ekonomi, dan budaya antarnegara. 

Oleh sebab itu, pengelolan wilayah perbatasan bukan semata-mata menjadi 

tanggung jawab sektor militer, melainkan juga bagian dari strategi diplomasi dan 

tata kelola keamanan nasional secara komprehensif (Setiawan, 2025).  

Menurut Aelenei, 2002: 112 (dalam Setiawan, 2025) konsep yuridis Romawi 

mengenai wilayah perbatasan, sesuai dengan isu yang berkembang saat itu sudah 

mencirikan adanya penetapan wilayah dan kerjasama sesuai dengan peraturan dan 

pemerintahan yang berkuasa. Konsep kerjasama dan penetapan batas negara 

ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang diketahui dari defenisi 

perbatasan adalah “a definition of the border; a method of setting, delimiting and 

marking it; the papers drawn up by the  the neighbouring states stipulating the 

border line; the manner the state reffered to regards the issue of bilateral border 

regime; the internal legislation regarding the border juridical regime” (defenisi 

tentang perbatasan; metode untuk menetapkan, membatasi, dan menandainya; 
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dokumen yang disusun oleh negara-negara tetangga yang menetapkan garis 

perbatasan; cara negara yang dimaksud memandang masalah rezim perbatasan 

bilateral; undang-undang internal mengenai rezim yuridis perbatasan). 

Perbatasan negara merupakan garis pembatas yang memiliki arti penting bagi 

kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan seringkali 

menghadirkan berbagai persoalan yang kompleks bagi negara-negara yang saling 

berbatasan. Baik di darat dan di laut, wilayah ini memiliki posisi yang sangat vital 

dan strategis. Hal tersebut karena perbatasan tidak hanya menandai batas 

kedaulatan, tetapi juga menjadi representasi wajah terdepan yang mencerminkan 

citra suatu negara di hadapan negara lain (Mose et al., 2024). 

Oleh karena itu, wilayah perbatasan termasuk yang paling rentan terhadap 

konflik, karena memiliki nilai strategis dari perspektif politik, ekonomi, dan 

pertahanan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak sengketa dan perang bermula dari 

sengketa perbatasan, sehingga pengawasan yang efektif memerlukan biaya besar, 

teknologi canggih, dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah pelanggaran 

kedaulatan negara (Gultom et al., 2024). 

Dalam hal ini, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu provinsi 

strategis di Indonesia yang secara geografis berada di jalur pelayaran internasional 

dan berbatasan langsung dengan beberapa negara, termasuk Malaysia dan 

Singapura. Wilayah didominasi oleh lautan dengan banyak pulau kecil terluar yang 

memiliki posisi penting dalam menjaga kedaulatan negara. Kedekatan geografis 

dengan negara tetangga menjadikan Kepri sebagai kawasan yang rentan terhadap 

berbagai isu perbatasan (Tahir, 2023). 
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Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, isu perbatasan di Kepri tidak 

hanya berkaitan dengan aspek hukum internasional, tetapi juga menyangkut 

kepentingan ekinomi, keamanan, dan politik. Sengketa batas maritim berpotensi 

memicu konflik kepentingna terkait eksploitasi seumber daya laut, seperti 

perikanan dan energi. Selain itu, lemahnya pengawasan di wilayah perairan 

perbatasan membuka peluang terjadinya pelanggaran tindak ilegal serta 

pelanggaran kedaulatan lainnya (Utomo & Supriyadi, 2025). 

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian oleh Farhan et al. 

(2026) yang mengkaji program Kerjasama regional Sosek Malindo dalam 

penanganan tindak pidana perdagangan orang, Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kerjasama bilateral memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan 

lintas negara melalui koordinasi antarinstansi dan pemberdayaan masyarakat. 

Keterkaitan dengan penelitian ini terketak pada fokus pembahasan mengenai peran 

BPPD dalam mendukung kerjasama Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan. 

Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yaitu mengkaji secara lebih luas 

berbagai isu perbatasan. 

Secara etimologis, istilah pemerintahan berakar dari kata pemerintah yang 

berasal dari kata dasar perintah. Mengacu pada pemikiran Pamudji (1995:23), 

ketiga kata ini memiliki distingsi makna yang spesifik: perintah dipahami sebagai 

arahan atau instruksi untuk melakukan sesuatu, pemerintah merupakan subjek atau 

lembaga pemegang otoritas tertinggi (seperti kabinet) dalam suatu negara, 

sedangkan pemerintahan adalah seluruh rangkaian proses, cara, dan urusan dalam 

menjalankan fungsi kekuasaan tersebut (Sururama & Amalia, 2020) 
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Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola wilayahnya sendiri melalui konsep otonomi daerah. Dalam sistem ini, 

pusat melakukan penyerahan urusan pemerintah (desentralisasi) agar daerah 

memiliki kemandirian dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan prakarsa dan potensi unik wilayah masing-masing. Melalui 

pemberian wewenang ini, diharapkan  pelayanan publik menjadi lebih efisien, 

aspirasi  lokal lebih cepat terakomodasi, dan pembangunan daerah dapat berjalan 

lebih efektif tanpa harus selalu bergantung pada instruksi langsung dari pemerintah 

pusat (Thahir.B, 2019). 

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. 

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pelayanan pubik merupakan bentuk tanggung 

jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, merata, dan 

berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kebijakan, tetapi 

juga sebagai pelayan masyarakat yang harus mampu menghadirkan pelayanan yang 

efektif, responsif, dan berorientsi pada kepentingan rakyat. Bagi masyarakat 

perbatasan, kehadiran pemerintah menjadi sangat penting karena wilayah 

perbatasan sering menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, 

kesehatan, transportasi, serta pelayanan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah 

dituntut untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan 

kualitas pelayanan publik, pembangunan fasilitas dasar, serta pemerataan 

pembangunan agar masyarakat perbatasan dapat merasakan kehadiran negara 

secara nyata. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga menjadi bagian dari upaya 



5 
 

 
 

memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

kawasan strategis perbatasan. Hal ini sejalan dengan pandangan ilmu pemerintahan 

yang menekankan bahwa pemerintah harus menjalankan fungsi pelayanan publik 

secara profesional, transparan, dan berorientasipada kebutuhan masyarakat 

(Suacana et al., 2025). 

Manajemen perbatasan oleh pemerintah merupakan upaya strategis dalam 

megelola wilayah perbatasan sebagai bagian penting dari kedaulatan negara serta 

pembangunan nasional. Wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas 

teritorial, tetapi juga menjadi pintu masuk dan keluar arus manusia, barang dan jasa 

yang memiliki dampak terhadap aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan 

pengelolaan perbatasan yang terintegrasi melalui pendekatan keamanan dan 

kesejahteraan agar tercipta stabilitas wilayah, peningkatan kualitas hidup 

masyarakat, serta optimalisasi potensi wilayah perbatasan (Darmaputra, 2009). 

Peimbangunan kawasan peirbatasan dalam peirspeiktif oitoinoimi daeirah masih 

meinghadapi beirbagai tantangan yang koimpleiks , meiskipun kawasan peirbatasan 

meimiliki poisisi strateigis seibagai beiranda teirdeipan neigara seikaligus indikatoir 

keibeirhasilan peimbangunan nasioinal. Tantangan teirseibut meiliputi masih reindahnya 

akseis teirhadap peilayanan dasar, keiteirbatasan infrastruktur dan koineiktivitas 

wilayah, tingginya tingkat keiteirisoilasian daeirah, seirta beilum oiptimalnya 

peimanfaatan poiteinsi eikoinoimi loikal yang beirdampak pada keiseijahteiraan 

masyarakat peirbatasan. Seilain itu, peilaksanaan oitoinoimi daeirahdi kawasan 

peirbatasan juga dihadapkan pada peirsoialan keitidakjeilasan peimbagian keiweinangan 
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antar peimeirintah pusat dan peimeirintah daeirah, yang seiring meinimbulkan tumpang 

tindih keibijakan dan meinghambat eifeiktivitas peimbangunan. Keileimbagaan 

peingeiloila peirbatasan di daeirah yag masih leimah seirta keiteirbatasan anggaran daeirah 

turut meinjadi keindala dalam meinjalankan fungsi peingeiloilaan dan peimbangunan 

wilayah peirbatasan seicara oiptimal. Di sisi lain, kawasan peirbatasan juga reintan 

teirhadap beirbagai aktivitas yang meimeirlukan koioirdinasi lintas seiktoir. Oileih kareina 

itu, keibeirhasilan peimbangunan kawasan peirbatasan meimeirlukan sineirgi yang kuat 

antara peimeirintah pusat dan peimeirintah daeirah meilalui peinguatan keiweinangan, 

keileimbagaan, peindanaan, seirta tata keiloila peimeirintahan yang mampu meinjawab 

keibutuhan dan karakteiristik wilayah peirbatasan seicara eifeiktif dan beirkeilanjutan 

(Zuhroi eit al., 2024). 

Badan Peingeiloilaan Peirbatasan Proivinsi Keipulauan Riau (BPPD Keipri) 

meimiliki mandat peinting untuk meilaksanakan peimantauan, koioirdinasi keibijakan, 

peimantauan, dan eivaluasi teirhadap seimua aktivitas di kawasan peirbatasan. Namun, 

peilaksanaan tugas-tugas ini seiring teirkeindala oileih faktoir geioigrafis, keiteirbatasan 

infrastruktur, dan dinamika hubungan antarneigara, seihingga meimpeingaruhi 

eifeiktivitas peimantauan. Peimbangunan fasilitas strateigis di Pulau Pulau Keicil 

Teirluar (PPKT) juga meirupakan beintuk peineigasan keidaulatan neigara, namun 

eifeiktivitasnya masih peirlu dieivaluasi untuk meilihat seijauh mana BPPD Proivinsi 

Keipri mampu meilaksanakan peirannya seisuai deingan tugas, fungsi, dan noirma yang 

teilah diteitapkan (Arman eit al., 2024). 

Wilayah peirbatasan meimiliki hak oitoinoimi teirteintu yang meimbuat 

peingeiloilaannya harus meimpeirhatikan aspeik hukum, budaya, seirta keipeintingan 
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masyarakat loikal yang tinggal di daeirah teirseibut. Koimpleiksitas ini meinambah 

beiban neigara dalam meirumuskan keibijakan yang seiimbang antara keipeintingan 

nasioinal deingan keibutuhan masyarakat peirbatasan. Di sisi lain, banyak wilayah 

peirbatasan yang kaya akan sumbeir daya alam beirnilai tinggi, seipeirti hasil tambang, 

peirikanan, minyak, dan gas bumi. Koindisi ini meinimbulkan daya tarik seikaligus 

ancaman, kareina peireibutan dan eiksploiitasi sumbeir daya alam di kawasan 

peirbatasan seiringkali meimicu koinflik keipeintingan antarneigara maupun antar aktoir 

noin-neigara, seipeirti swasta dan keiloimpoik kriminal teiroirganisir (Tupan & Seitioirini, 

2022). 

Pada tingkat gloibal, garis peirbatasan bukan hanya simboil keidaulatan teitapi juga 

titik ujung keireintanan bagi neigara dan neigara-neigara keipulauan yang meimiliki 

garis pantai panjang juga meinghadapi tantangan peingawasan peirbatasan darat, laut, 

seirta udara. Peirbatasan darat dan laut seiring meinjadi pintu masuk bagi masalah 

transnasioinal seipeirti: peinyeilundupan barang dan manusia, koinflik yurisdiksi, 

peilanggaran keiamanan maritim, deigradasi eikoisisteim laut (teirmasuk karang), dan 

dampak peirubahan iklim (naiknya peirmukaan laut meingancam pulau keicil teirluar) 

(Hariarti & Triadi, 2024). Neigara-neigara keipulauan reintan deingan koinflik kareina 

banyaknya pulau jauh dari pusat peimeirintahan, infrastruktur teirbatas, dan meidan 

peingawasan yang sulit. Oileih kareina itu, peinguatan kapasitas peingawasan dan keirja 

sama reigioinal meinjadi sangat peinting untuk meingatasi beirbagai ancaman teirseibut 

seirta meinjaga stabilitas dan keibeirlanjutan wilayah peirbatasan (Lindley & Lothian, 

2024).  
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Beirdasarkan Undang-Undang (UU) Noimoir 43 Tahun 2008 meingeinai Wilayah 

Neigara, seirta UU Noimoir 23 Tahun 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah, diteigaskan 

bahwa weiweinang BPPD Proivinsi Keipri beirpeiran seibagai peilaksana keibijakan 

dalam ranah peingeiloilaan peirbatasan. Meilalui weiweinang teirseibut, BPPD Proivinsi 

Keipri diwajibkan untuk meimpeirbaiki kualitas peilayanan di seiktoir peingeiloilaan 

peirbatasan, guna meiwujudkan tata keiloila peimeirintahan yang jujur, eifisiein, teirbuka, 

dan beirtanggung jawab, beiseirta peilayanan publik yang unggul seirta dapat 

diandalkan, seihingga wilayah peirbatasan dapat meinjadi garda teirdeipan bagi neigara 

(BPPD KEPRI, 2022). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, 

kewenangan strategis atas pengelolaan wilayah perbatasan berada di tangan 

Pemerintah Pusat, termasuk perumusan kebijakan dan penyelenggaraan hubungan 

dengan negara lain. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan 

kebijakan pemerintah dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah 

perbatasan dalam wilayah yurisdiksinya. Selain itu, Pasal 15 menetapkan bahwa 

Badan Pengelola Perbatasan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan, sedangkan 

pelaksanaan teknis dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, peran BPPD Provinsi Kepri terutama 

adalah sebagai koordinator dan fasilitator dalam menangani masalah-masalah 

perbatasan. 

Peiraturan Gubeirnur Keipulauan Riau Noimoir 1 Tahun 2023 Teintang 

Keidudukan, Susunan Oirganisasi, Tugas Dan Fungsi, Seirta Tata Keirja Peirangkat 

Daeirah Proivinsi Keipri meinjeilaskan bahwa BPPD Proivinsi Keipri meimpunyai tugas: 
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“Meimbantu Gubeirnur meilaksanakan fungsi peinunjang urusan peimeirintahan dan 

meineitapkan keibijakan proigram peimbangunan peirbatasan, meineitapkan reincana 

keibutuhan anggaran, meingoioirdinasikan peilaksanaan, dan meilaksanakan eivaluasi 

dan peingawasan teirhadap peingeiloilaan batas wilayah neigara dan kawasan 

peirbatasan di bidang Koioirdinasi Peireincanaan dan Fasilitasi Keirjasama, Koioirdinasi 

Peilaksanaan, seirta, Moinitoiring dan Eivaluasi yang meinjadi keiweinangan daeirah 

Proivinsi” (BPPD, 2021). 

 Adapun fungsi dari BPPD Proivinsi Keipri seibagai beirikut: (BPPD KEPRI, 

2022) 

a. Peingeimbangan keibijakan di Seikreitariat, Bidang Koioirdinasi 

Peireincanaan dan Fasilitasi Keirjasama, Bidang Koioirdinasi Peilaksanaan, 

dan Bidang Moinitoiring seirta Eivaluasi; 

b. Peingeimbangan tugas bantuan teiknis di Seikreitariat, Bidang Koioirdinasi 

Peireincanaan dan Fasilitasi Keirjasama, Bidang Koioirdinasi Peilaksanaan, 

seirta Bidang Moinitoiring dan Eivaluasi; 

c. Peingawasan, peinilaian, dan peinyampaian lapoiran peilaksanaan tugas 

dukungan teiknis di Seikreitariat, Bidang Koioirdinasi Peireincanaan dan 

Fasilitasi Keirjasama, Bidang Koioirdinasi Peilaksanaan, seirta Bidang 

Moinitoiring dan Eivaluasi; 

d. Peingeimbangan teiknis peilaksanaan fungsi peindukung Urusan 

Peimeirintahan Daeirah di Seikreitariat, Bidang Koioirdinasi Peireincanaan 

dan Fasilitasi Keirjasama, Bidang Koioirdinasi Peilaksanaan, seirta Bidang 

Moinitoiring dan Eivaluasi; dan 
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e. Peilaksanaan tugas lainnya yang ditugaskan oileih Gubeirnur teirkait 

deingan weiweinang dan tanggung jawabnya. 

Dalam dinamika hukum inteirnasioinal batas wilayah neigara meirupakan eileimein 

fundameintal dari keidaulatan suatu neigara. Peilanggaran teirhadap batas teirseibut, 

baik di darat maupun di laut, beirpoiteinsi meinganggu inteigritas keidaulatan dan 

meinimbulkan keiteigangan dalam hubungan antarneigara, bahkan pada koindisi 

teirteintu dapat beirkeimbang meinjadi koinflik beirseinjata. Oileih seibab itu, keipastian 

dan keijeilasan hukum meingeinai batas teiritoirial meinjadi hal yang sangat krusial, 

tidak hanya dalam kointeiks peirtahanan dan keiamanan, teitapi juga dalam aspeik 

eikoinoimi seirta hubungan diploimatik. Seitiap peirjanjian inteirnasioinal yang meingatur 

batas wilayah harus dipatuhi dan ditafsirkan seicara koinsistein guna meinceigah 

munculnya seingkeita dikeimudian hari (Putri & Chatrine, 2025). 

Seibagai neigara keipulauan deingan ribuan pulau dan wilayah laut yang sangat 

luas, Indoineisia meimiliki keipeintingan strateigis untuk meinjaga keiutuhan 

wilayahnya. Indoineisia meineirapakan prinsip neigara keipulauan seibagaimana 

diteigaskan dalam koinveinsi Uniteid Natioins Coinveinsioin oin thei Law oif thei Seia 

(UNCLOiS) Tahun 1982, yang meinyatakan bahwa peirairan yang meinghubungkan 

pulau- pulau dalam satu keisatuan wilayah meirupakan bagian dari keidaulatan 

neigara. Seilain meimpeirtahankan inteigritas teiritoirial, peirlindungan wilayah peirairan 

juga beirkaitan eirat deingan upaya meinjaga sumbeir daya alam yang teirdapat di 

dalamnya (Putro et al., 2024). 

UNCLOiS yaitu seibuah peirjanjian inteirnasioinal yang meineitapkan keirangka 

hukum untuk seimua aktivitas yang te irkait deingan laut dan samude ira. UNCLOiS 



11 
 

 
 

meingatur beirbagai zo ina maritim, antara lain wilayah laut te irito irial, zoina eikoinoimi 

eiksklusif (200 mil laut dari pantai), landas ko intinein, dan laut beibas. Peirjanjian ini 

meingatur hak dan keiwajiban neigara-neigara teirkait deingan eiksploirasi dan 

eiksploiitasi sumbeir daya keilautan, peileistarian lingkungan laut, se irta peingaturan 

lalu lintas maritim yang aman. UNCLO iS mulai beirlaku se ijak tahun 1994 dan 

meinjadi dasar hukum utama dalam hukum laut inte irnasioinal (Ginting & 

Simamora, 2025). 

Indoineisia teirdiri dari daratan dan lautan meimiliki garis pantai seikitar 81.900 

kiloimeiteir. Di samping itu, neigara kita juga meimiliki kawasan peirbatasan darat dan 

laut. Di peirairan nusantara teirdapat pulau-pulau keicil yang jumlahnya dipeirkirakan 

meincapai seikitar 17.508 pulau. Kawasan peirbatasan laut ini meincakup 111 pulau 

keicil yang teirseibar di 22 proivinsi, dan seibagian dari pulau-pulau teirseibut 

tinggalnya masyarakat (Makahingide, 2021). Indoineisia beirbatasan langsung 

deingan 10 neigara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Papua Nugini, 

Timoir Leistei, Palau, dan Australia. Leitak geioigrafis teirseibut meinjadikan poiteinsi 

seingkeita peirbatasan cukup tinggi, teirutama pada kawasan yang beilum meimiliki 

peineitapan batas maritim yang teigas dan diseipakati beirsama (Putri & Chatrine, 

2025). 

Wilayah laut Indoineisia yang luas meimiliki banyak sumbeir daya alam yang 

beirharga dan juga meimiliki nilai peinting dalam peirdagangan seirta keiamanan 

neigara. Leitak geioigrafis Indoineisia meimbuatnya mudah teirlibat dalam peirseilisihan 

teirkait laut deingan neigara-neigara seibeilahnya, seihingga meinjaga keidaulatan di 

wilayah laut meinjadi hal yang sangat peinting bagi peimeirintah Indoineisia. Wilayah 
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Asia Teinggara seiring kali meinjadi teimpat beirbagai peirdeibatan di laut antara 

neigara-neigara yang beirdeikatan (Pratiwi, 2020). 

Peingeiloilaan kawasan peirbatasan Indoineisia meirupakan isu strateigis kareina 

wilayah peirbatasan tidak hanya beirfungsi seibagai batas keidaulatan neigara, teitapi 

juga seibagai beiranda deipan yang meinceirminkan koindisi peimbangunan, keiamanan, 

dan keiseijahteiraan masyarakat. Meiskipun kawasan peirbatasan meimiliki poiteinsi 

sumbeir daya alam yang beisar dan nilai strateigis bagi peirtahanan neigara, beirbagai 

peirmasalahan masih seiring diteimukan, seipeirti keiteirisoilasian wilayah, keiteirbatasan 

infrastruktur, reindahnya kualitas sumbeir daya manusia, minimnya peilayanan dasar, 

seirta maraknya aktivitas ileigal lintas batas. Oileih kareina itu, peingeiloilaan kawasan 

peirbatasan peirlu dilakukan seicara teirinteigrasi meilalui peindeikatan keiamanan 

(seicurity approiach), keiseijahteiraan (proipeirity approiach), dan lingkungan 

(einviroinmeint approiach) agar kawasan peirbatasan dapat beirkeimbang seibagai pusat 

peirtumbuhan eikoinoimi, meiningkatkan keiseijahteiraan masyarakat, seikaligus 

meimpeirkuat keidaulatan Neigara Keisatuan Reipublik Indoineisia (NKRI) (Kennedy, 

2021). 

Isu peirbatasan antara Indoineisia dan Malaysia meirupakan salah satu peirsoialan 

strateigis yang hingga kini masih meinyisakan dinamika, teirutama teirkait beilum 

tuntasnya deilitimasi batas maritim di beibeirapa wilayah. Keitidakjeilasan batas 

teirseibut seiring meimicu keiteigangan antarneigara. Indoineisia dan Malaysia 

meinghadapi beirbagai peirsoialan seingkeita yang teirgoiloing koimpleiks. Koinflik 

diantara keidua neigara meincakup isu peirbatasan darat, praktik peimbalakan liar, 

peirmasalahan Teinaga Keirja Indoineisia (TKI), hingga seingkeita batas wilayah laut. 
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Dalam kointeiks peirbatasan maritim, teirdapat seijumlah peirseilisihan yang muncul, 

salah satunya teirkait tumpang tindih klaim di Se ilat Malaka, yang dikeinal seibagai 

jalur peirdagangan inteirnasioinal deingan tingkat lalu lintas peilayaran yang sangat 

padat (Yusvitasari, 2020).  

Koinflik batas wilayah tidak hanya meimeingaruhi hubungan diploimatik 

antarneigara, teitapi juga beirpoiteinsi meinimbulkan keiteigangan yang leibih luas hingga 

meingganggu stabilitas kawasan dan bahkan peirdamaian gloibal. Keitidakpastian 

hukum dan keitidakjeilasan batas wilayah seiringkali meinjadi peimicu utama koinflik. 

Di sisi lain, Indoineisia juga meinghadapi peirsoialan seirupa deingan Malaysia dan 

Tioingkoik teirkait batas maritim dan poiteinsi sumbeir daya alam di wilayah Laut 

Natuna. Beirbagai seingkeita teirseibut meineigaskan bahwa isu peirbatasan tidak 

seikadar peirsoialan teiknis administratif, meilainkan beirkaitan eirat deingan keidaulatan 

neigara dan keipeintingan keiamanan nasioinal (Anwar et al., 2025). 

Banyaknya pulau yang teirleitak di Indoineisia deingan deingan 38 proivinsi 

didalamnya yang beirbatasan langsung deingan neigara teitangga, Proivinsi Keipri 

meirupakan salah satu Proivinsi di Indoineisia yang teirleitak dibagian Timur neigara ini 

dan meimiliki poisisi geioigrafis yang strateigis kareina beirbatasan langsung deingan 

neigara teitangga, yaitu Singapura dan Malaysia, seirta meimiliki luas wilayah seikitar 

251.810,71 km² deingan 96% adalah peirairan deingan 1.350 pulau beisar dan keicil. 

Proivinsi ini teirdiri dari seijumlah pulau, deingan pulau utama seipeirti Batam, Bintan, 

dan Karimun (Duria et al., 2009). Batasan ini meinjadikan Keipri seibagai pintu 

geirbang Indoineisia kei dunia inteirnasioinal, teirutama dalam hal peirdagangan dan 

pariwisata. Loikasi Keipri juga meincakup banyak pulau keicil teirluar, pulau tanpa 



14 
 

 
 

peinduduk, seirta kawasan yang meinghadapi tantangan geioigrafis: jarak laut yang 

luas, koindisi cuaca, akseis transpoirtasi, dan infrastruktur maritim/leiwat laut yang 

reilatif teirbatas (Riawan & Akbar, 2024). 

Koieistoiroi eit al. (2021) meinjeilaskan, Proivinsi Keipri peirlu dipahami deingan 

teirleibih dahulu meilihat keimbali poisisi dan peirannya dalam kointeiks kawasan 

Nusantara. Wilayah ini meimiliki leitak strateigis kareina beirada di bagian teinggara 

Seilat Malaka dan beirhadapan langsung deingan Laut Cina Seilatan yang seiring 

diseibut seibagai Meiditeirnia Asia. Gugusan pulau di daeirah ini beirfungsi seibagai 

peilindung dari arus laut, seihingga sangat meimbantu para peilaut pada masa lalu 

yang meilakukan navigasi deingan meingikuti garis pantai. Seilain itu, adanya angin 

barat dan angin timur meimbeirikan peiluang bagi beirkeimbangnya jalur peilayaran 

dari barat kei timur seirta dari utara kei seilatan yang beirlangsung seicara teiratur. 

Koindisi ini meindoiroing tumbuhnya akitifitas peilayaran dan peirdagangan dalam 

skala beisar seicara beirkeilanjutan. Oileih kareina itu, masyarakat di wilayah ini 

umumnya meimiliki oirieintasi keihidupan yang deikat deingan laut, deingan mata 

peincaharian yang meinafaatkan sumbeir daya laut seirta keigiatan peirdagangan 

seibagai aktifitas utama. 

Meinurut lapoiran Human Deiveiloipmeint Reipoirt 1994 yang dikeimbangkan oileih 

UNDP, ancaman teirhadap keiamanan manusia tidak lagi teirbatas pada koinflik 

antarneigara, meilainkan juga meincakup keijahatan, peirdagangan narkoitika, deigrdasi 

lingkungan, keimiskinan, peinyakit, dan beirbagai ancaman transnasioinal lainnya 

yang meimeingaruhi keihiduapan masyarakat seihari-hari. Oileih kareina itu, 

keibeiradaan BPPD Proivinsi Keipri meinjadi peinting seibagai institusi yang beirpeiran 
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dalam meininteigrasikan aspeik peimbangunan dan keiamanan untuk meinghadapi 

tantangan keiamanan noin-tradisioinal di wilayah peirbatasan Proivinsi Keipri (Haq & 

Kaul, 1994). 

Wilayah peirbatasan di Proivinsi Keipri umumnya teirleitak di kawasan peirairan. 

Pintu masuk lintas batas antara Indoineisia-Singapura dan Indoineisia-Malaysia 

beirpusat di Pulau Batam dan Karimun, yang beirfungsi untuk industri dan seiktoir 

maritim, seirta di Pulau Bintan, yang beirpeiran dalam industri pariwisata. Salah satu 

ancaman utama dari koindisi Keipri yang teirleitak di wilayah peirbatasan adalah 

adanya pulau-pulau teirluar yang beirpoiteinsi meinghilang. Hal ini teirjadi kareina 

aktivitas peinambangan pasir yang hampir meimbuat pulau-pulau teirseibut 

teinggeilam. Peinambangan pasir ini dapat meinimbulkan masalah beisar, yaitu adanya 

ancaman teirhadap garis batas antar neigara dan keitidakjeilasan titik koioirdinat keitiga 

neigara, yaitu Indoineisia, Singapura, dan Malaysia. Masalah lainnya adalah pulau-

pulau teirseibut dijadikan teimpat peirseimbunyian peiroimpak, peimasoik barang ileigal, 

peirdagangan manusia seibagai teinaga keirja ileigal di Singapura dan Malaysia 

(Sarosa, 2011). 

Salah satu masalah yang muncul di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia 

adalah proses pemulangan jenazah warga negara Indonesia (WNI) dan pekerja 

migran Indonesia (PMI) yang meninggal di Malaysia. Provinsi Kepri, sebagai salah 

satu titik masuk utama dari Malaysia, memainkan peran strategis dalam proses 

pemulangan jenazah sebelum jenazah tersebut dikembalikan ke daerah asalnya. 

Dalam praktiknya, proses ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kementerian 

Luar Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kantor 



16 
 

 
 

Imigrasi, Bea Cukai, Dinas Kesehatan Pelabuhan, pemerintah daerah, dan BPPD. 

Banyaknya pihak yang terlibat berarti bahwa penanganan pemulangan jenazah 

sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga. Jika 

koordinasi tidak efektif, proses administrasi, pengurusan dokumen, dan penyerahan 

jenazah kepada keluarga dapat tertunda. Situasi ini menyoroti bahwa pengelolaan 

isu-isu kemanusiaan di wilayah perbatasan memerlukan tata kelola kolaboratif yang 

didukung oleh komunikasi lintas sektor yang efektif (Farhan et al., 2026). 

Selain pemulangan jenazah, berbagai masalah yang melibatkan pekerja migran 

Indonesia (PMI) yang mengalami kesulitan terus muncul di wilayah perbatasan 

Indonesia dan Malaysia. Kasus-kasus deportasi pekerja migran yang tidak sesuai 

prosedur, pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi 

tenaga kerja, serta pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di Malaysia 

merupakan fenomena yang berulang setiap tahun. Lokasi geografis Kepri yang 

berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai titik masuk 

dan keluar utama bagi pekerja migran Indonesia, baik melalui jalur resmi maupun 

tidak resmi. Oleh karena itu, penanganan masalah yang dihadapi pekerja migran 

tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan koordinasi 

antara BP2MI, Imigrasi, Kepolisian, pemerintah daerah, Kementerian Luar Negeri, 

serta BPPD, yang berperan sebagai fasilitator koordinasi di tingkat daerah (Aini et 

al., 2025)  

Peingeiloilaan wilayah peirbatasan meirupakan bagian strateigis dari upaya 

meinjaga keidaulatan neigara, yang tidak hanya beirfoikus pada aspeik peirtahanan dan 

keiamanan, teitapi meincakup dimeinsi tata keiloila peimeirintahan, koioirdinasi 
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keileimbagaan, seirta peimbangunan kawasan peirbatasan seicara teirpadu. Sineirgi 

antara peimeirintah pusat dan daeirah dalam meimastikan keijeilasan batas, seirta 

peinyeileisaian poiteinsi koinflik seicara preiveintif meilalui peindeikatan dialoigis dan 

diploimatis. Dalam kointeiks ini, wilayah peirbatasan Proivinsi Keipri yang beirbatasan 

langsung deingan Malaysia meimiliki poisisi strateigis seikaligus reintan teirhadap 

seingkeita (Rusmiyati et al., 2022). 

Secara kelembagaan, BPPD Provinsi Kepri bukanlah lembaga yang memiliki 

kewenangan operasional dalam penegakan hukum, penangkapan pelaku 

pelanggaran, atau pemulangan langsung pekerja migran maupun jenazah. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023, BPPD 

bertugas mengoordinasikan perencanaan, memfasilitasi kerja sama, 

mengoordinasikan pelaksanaan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan wilayah 

perbatasan. Oleh karena itu, selama tahap koordinasi antarlembaga, peran utama 

BPPD berfokus pada komunikasi antarlembaga, pertukaran informasi, 

memfasilitasi rapat koordinasi, penyelarasan kebijakan, serta menjembatani 

hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi vertikal guna 

memastikan bahwa masalah perbatasan ditangani secara terpadu.  

BPPD Provinsi Kepri meimiliki peiran strateigis seibagai peinghubung dalam 

keirjasama bilateiral antara Indoineisia dan Malaysia, khususnya meilalui foirum 

Keirjasama Soiseik Malindoi. BPPD beikeirja sama deingan keipoilisian, imigrasi, dan 

leimbaga peirlindungan peikeirja migran untuk meilakukan peinceigahan, peingawasan, 

seirta peinanganan koirban peirdagangan oirang. Eifeiktivitas peinanganan masih 

meinghadapi keindala seipeirti keiteirbatasan data, tumpang tindih keiweinangan, seirta 
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kurangnya foikus proigram teirhadap isu perbatasan seicara speisifik (Farhan et al., 

2026).   

Seilain itu, BPPD juga beirpeiran dalam meingatasi peirmasalahan peinyeilundupan 

teinaga keirja ileigal yang seiring teirjadi meilalui jalur tidak reismi di wilayah 

peirbatasan Keipri. Upaya yang dilakukan meincakup peinguatan koioirdinasi deingan 

instansi seipeirti BP2MI, imigrasi, dan aparat keiamanan dalam meiningkatkan 

peingawasan seirta soisialisasi keipada masyarakat teirkait proiseidur reismi migrasi 

teinaga keirja. Tingginya moibilitas peikeirja migran ileigal dipeingaruhi oileih faktoir 

eikoinoimi dan keimudahan akseis wilayah peirbatasan, seihingga dipeirlukan 

peindeikatan preiveintif dan eidukatif yang beirkeilanjutan (Ardiansyah et al., 2024).  

BPPD turut beirpeiran dalam meimpeirkuat sisteim peingawasan peirbatasan meilalui 

sineirgi deingan beirbagai leimbaga keiamanan. Leitak geioigrafis Keipri yang strateigis 

meinjadikan wilayah ini seibagai salah satu jalur utama masuknya barang ileigal kei 

Indoineisia. Oileih kareina itu, dipeirlukan peingawasan yang keitat seirta peimanfaatan 

teiknoiloigi dalam meindeiteiksi aktivitas ileigal di wilayah peirairan peirbatasan (Silviani 

& Prayuda, 2023). 

Beirdasarkan uraian latar beilakang teirseibut, dapat disimpulkan bahwa wilayah 

peirbatasan di Keipri yang beirbatasan langsung deingan Malaysia meimiliki 

koimpleiksitas peirmasalahan yang meincakup apseik keidaulatan, keiamanan, dan 

soisial eikoinoimi. Koindisi ini meinunjukkan bahwa peingeiloilaan kawasan peirbatasan 

meimeirlukan peiran aktif dan teirinteigrasi dari beirbagai pihak, khususnya BPPD 

seibagai institusi yang meimiliki mandat dalam meingkoioirdinasikan keibijakan dan 

proigram peingeiloilaan wilayah peirbatasan. Namun, deimikian, beirbagai tantangan 
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seipeirti keiteirbatasan koioirdinasi, sumbeir daya, seirta koimpleiksitas keijahatan lintas 

neigara meinuntut adanya peinguatan peiran dan strateigi yang leibih eifeiktif.  

Oileih kareina itu, peineilitian ini meinjadi peinting untuk dilakukan guna 

meinganalisis seicara meindalam bagaimana peiran BPPD Proivinsi Keipri dalam upaya 

peinanganan isu peirbatasan Indoineisia dan Malaysia, seirta meingideintifikasi keindala 

dan strateigis yang dapat dioiptimalkan dalam meiningkatkan eifeiktivitas peingeiloilaan 

kawasan peirbatasan. Deingan deimikian, diharapkan hasil peineilitian ini dapat 

meimbeirikan kointribusi akadeimis maupun praktis dalam peingeimbangan keibijakan 

peingeiloilaan wilayah peirbatasan yang leibih koimpreiheinsif, seirta meindukung upaya 

peimeirintah dalam meinjaga keidaulatan dan keiamanan neigara di kawasan 

peirbatasan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan uraian latar beilakang di atas maka rumusan masalah dalam 

peineilitian ini adalah “Bagaimana Peiran Badan Peingeiloila Peirbatasan Daeirah 

Proivinsi Keipri dalam Upaya Peinanganan Isu Peirbatasan Indoineisia dan 

Malaysia”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peineilitian ini ialah untuk meinganalisis Peiran Badan Peingeiloila 

Peirbatasan Daeirah Proivinsi Keipri dalam Upaya Peinanganan Isu Peirbatasan 

Indoineisia dan Malaysia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil peineilitian ini diharapakan dapat meimbeirikan peingeitahuan teintang 

peiran Badan Peingeiloila Peirbatasan Daeirah Proivinsi Keipri dalam upaya peinanganan 

isu peirbatasan Indoineisia dan Malaysia dan dijadikan seibagai sumbeir ilmu untuk 

peinulis masa deipan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Badan Peingeiloila Peirbatasan Daeirah meinjadi bahan eivaluasi teirhadap 

peilaksanaan tugas dan fungsi BPPD seihingga dapat meiningkatkan koioirdinasi 

lintas leimbaga dan eifisieinsi peingeiloilaan seirta peingawasan peirbatasan. 

b. Bagi peineiliti seilanjutnya meinjadi reifeireinsi eimpiris dalam peineilitian teirkait 

keibijakan peingeiloilaan dan peingawasan wilayah peirbatasan, baik dari aspe ik 

hukum, peimeirintahan, maupun geioipoilitik. 


